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BUPATI INDRAGIRI HULU

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR \ TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PENGGUNAAN PERHITUNGAN ANGGARAN

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRASARI RENGAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, perlu menetapkan Pengelolaan Sisa Lebih
Penggunaan Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat.

Mengingat:

1.

2,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang — Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tetang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534

O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH

PENGGUNAAN PERHITUNGAN AN GGARAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
INDRASARI RENGAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1:
2z,

3.
4.

Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.

Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat yang selanjutnya disebut RSUD
Indrasari Rengat adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecuali dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Pola Pengelolaan keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah
Pola Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.




7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada
batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku.

8. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program,
kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA BLUD
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas,
jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yvang akan dihasilkan dan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

10. Sisa lebih penggunaan anggaran selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih
lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD pada satu tahun
anggaran

11. Defisit adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya
RSUD pada satu tahun anggaran,

Pasal 2
Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi BLUD
RSUD Indrasari Rengat dalam pengelolaan SILPA untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 3
Tujuan ditetapkanya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung kegiatan
pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
PENGELOLAAN SiLPA DAN DEFISIT
Pasal 4

(1) SiLPA BLUD RSUD Indrasari Rengat merupakan selisih lebih antara realisasi
penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran,

(2) SiLPA BLUD RSUD Indrasari Rengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode
anggaran.

(3) SiLPA BLUD RSUD Indrasari Rengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfaatan SiLPA BLUD RSUD Indrasari Rengat sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan
likuiditas.

(5) Pemanfataan SiLPA BLUD RSUD Indrasari Rengat tahun anggaran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk

membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

(6) Pemanfataan SiLPA BLUD RSUD Indrasari Rengat dalam tahun anggaran
berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi
mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
a) program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dan/atau  belum cukup anggarannya pada tahun
anggaran berjalan; dan




b) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 5

(1)  Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara Realisasi
pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan
untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan
pinjaman.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan BAB XVIII yang
mengatur mengenai surplus dan defisit anggaran dalam Peraturan Bupati Nomor 66
Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat (Berita Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 66 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada, Rumah Sakit Umum Daerah
Indrasari Rengat (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015 Nomor 68)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
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